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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

1. Be lrdasarkan analisa pe lnu llis dari data-data yang te lrku lmpu ll faktanya 

dalam ke lpastian hu lku lm pu ltu lsan kasasi nomor 647/k/pdt-su ls-

PAILIT/2021 pasca adanya pu ltu lsan mahkamah konstitu lsi nomor 

23/PU lU l-XIX/2021, bahwa Pultulsan kasasi Mahkamah Agu lng Nomor 647 

K/pdt.su ls-PAILIT/2021 telrhadap Nasabah Asulransi jiwa Krelsna, kurangnya 

jaminan kepastian hukum, ini dikarenakan pemegang polis tidak mengetahui 

harus menggunakan alas hak yang mana untuk menuntut pembayaran 

utangnya. Polis yang menjadi bukti otentik kepesertaan asuransi telah 

dikesampingkan oleh Perjanjian Kesepakatan Bersama (PKB) yang dibuat 

oleh pihak Asuransi Jiwa Kresna, sedangkan skema pembayaran yang 

ditawarkan melalui PKB gugur karena adanya perjanjian perdamaian 

(homologasi) yang berasal dari proses PKPU. Sementara, Perjanjian 

Perdamaian pun tidak dapat terlaksana karena proses PKPU dinyatakan batal 

demi hukum oleh Mahkamah Agung. 

2. Seltellah adanya pultulsan Mahkamah Konstitulsi Lelgal standing pultulsan 

Mahkamah Agulng RI pada tingkat kasasi nomor: 647 k/pdt.suls-

PAILIT/2021, melmbulka rulang keadilan adanya ulpaya hulkulm kasasi selcara 

elksklulsif kelpada delbitor telrhadap kelpailitan yang belrasal dari PKPUl akibat 

ditolaknya proposal pelrdamaian ulntulk melngatasi cellah hulkulm atas 

pelnyimpangan yang dilakulkan krelditor yang melmiliki moral hazard ulntulk 

melmpailitkan delbitor, tidak belralasan selcara hulkulm, Pelrtelntangan keldula 

pultulsan ini (antinomi hulkulm) diatas melnulrult para pakar hulkulm akan 

dikelmbalikan pada asas hulkulm, dalam hal ini asas lelx postelriori delrogat lelgi 

priori (Ulndang-ulndang yang barul melngelsampingkan ulndang ulndang yang 

lama) yang dijadikan solulsi ulntulk melnyellelsaikan pelrtelntangan atulran 

hulkulm diatas. Namuln, di lain sisi jika asas telrselbult teltap ditelrapkan akan 

melnggoyahkan sistelm hulkulm yang ada. Pelrtimbangan Mahkamah 
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Konstitu lsi yang melmbelrikan rulang telrhadap ulpaya kasasi telrselbult delngan 

melndasarkan pada Pasal 28D Ayat (1) UlUlD NRI 1945 selcara paradoksal 

julstrul kontraprodulktif telrhadap aktulalisasi prinsip elqulality belforel thel law 

pada Pasal a qulo. Implelmelntasi Pultulsan a qulo selcara potelnsial dapat 

melnyelbabkan akselsibilitas asimeltris bagi para pihak dalam melmpelrolelh 

keladilan pada pelrkara PKPUl.  

B. Saran 

1. Dalam hal ini hakim dalam memutus suatu putusan harus 

mempertimbangkan dari segala aspek, untuk mewujudkan efektivitas 

perlindungan hukum terhadap pemegang polis Asuransi Jiwa Kresna, maka 

masih perlu pembenahan terhadap beberapa faktor, seperti perlunya 

pembenahan terhadap tata kelola, transparansi dan optimalisasi sistem 

perlindungan hukum terhadap pemegang polis, perlunya pengawasan terkait 

pemasaran produk unitlink, dan perlu merealisasikan pembentukan Lembaga 

Penjamin Polis. 

2. Melnyoal otoritas Mahkamah Konstitulsi dalam mellindulngi hak-hak 

konstitulsional warga nelgara, karelna delngan adanya pu ltu lsan Mahkamah 

Konstitu lsi nomor 23/PU lU l-XIX/202, maka diperbolehkannya upaya 

hukum kasasi, tetapi tidak dengan upaya hukum peninjauan kembali 

terhadap perkara kepailitan yang didahului oleh permohonan PKPU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


